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BUPATI SRAGEN 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN 

                                        NOMOR  16  TAHUN  2019           
 

TENTANG 

. 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2020 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 BUPATI  SRAGEN, 
 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 dan 

Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir  dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk  

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah  Kabupaten Sragen Tahun Angggaran 

2020; 

  b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sragen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020 yang 

diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

merupakan perwujudan dari Rencana Kerja 

Pemerintah Kabupaten  Sragen Tahun 2020 yang 

dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan 

Plafon  Anggaran Sementara yang telah disepakati 

bersama antara Pemerintah Daerah  dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen pada 

tanggal 23 Oktober 2019; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah  Kabupaten Sragen 

Tahun Anggaran 2020; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

SALINAN 
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  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten  dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang   Pemerintahan   Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5275); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang  

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

20.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang  

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057); 



                                                                                                                                                  ~ 4 ~ 

21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 

2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sragen  Nomor 1); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 5), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sragen Tahun 2019 Nomor 15); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SRAGEN 
 

dan 
 

BUPATI SRAGEN 
 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  KABUPATEN 

SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2020 

 

Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Sragen Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut: 

 

1. Pendapatan Daerah Rp. 2.194.236.966.584,- 

2.  Belanja Daerah Rp. 2.312.886.893.345,- 

 (Defisit) Rp.    (118.649.926.761,-) 

3.  Pembiayaan Daerah: 

 a. Penerimaan Rp.      228.649.926.761,- 

 b. Pengeluaran Rp.     110.000.000.000,- 

 Jumlah Pembiayaan Netto Rp.      118.649.926.761,- 

Sisa Lebih Pembiayaan  

Anggaran Tahun Berkenaan Rp.                                -,-    
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Pasal 2 

 

(1).Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 angka 1 terdiri  dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah 

 sejumlah Rp.     338.220.313.584,- 

b.  Dana perimbangan  

 sejumlah  Rp.     1.548.150.092.000,- 

c. Lain-lain pendapatan daerah  

 yang sah sejumlah  Rp.  307.866.561.000,- 

 

(2).Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: 

a.  Pendapatan Pajak daerah  

 sejumlah Rp.   89.625.000.000,- 

b.  Hasil Retribusi daerah  

 sejumlah  Rp.   16.296.399.000,- 

 c.  Hasil pengelolaan kekayaan  

  daerah yang dipisahkan  

  sejumlah  Rp.    17.742.633.584,- 

d.  Lain-lain Pendapatan 

   Asli Daerah yang sah 

 sejumlah  Rp.  214.556.281.000,- 

 

(3).Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: 

a.  Bagi hasil Pajak/Bagi 

 Hasil Bukan Pajak  

 sejumlah Rp.  27.906.860.000,- 

 Hasil Bukan Pajak sejumlah 

b.  Dana Alokasi Umum 

 sejumlah  Rp.1.105.770.343.000,- 

c.  Dana Alokasi Khusus  

 sejumlah  Rp.  364.392.237.000,- 

d.  Dana Insentif Daerah Rp.    50.080.652.000,- 

 

(4).Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis 

pendapatan: 

a. Dana Bagi Hasil Pajak 

 dari Provinsi dan  

 Pemerintah Daerah  

 Lainnya sejumlah Rp.  134.645.260.000,- 

c.  Dana Penyesuaian 

 dan Otonomi Khusus  

 sejumlah Rp.  173.221.301.000,- 
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Pasal 3 

 

(1).Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

angka 2 terdiri dari: 

a.  Belanja Tidak  

 Langsung sejumlah  Rp. 1.465.590.837.154,- 

b.  Belanja Langsung  

 sejumlah  Rp.    847.296.056.191,- 
 

(2).Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: 

a.  Belanja Pegawai  

 sejumlah  Rp.1.010.328.089.000,- 

b. Belanja Bunga Rp.      3.800.000.000,-  

c. Belanja Hibah sejumlah Rp.     83.768.251.154,- 

d. Belanja Bantuan Sosial   

 sejumlah  Rp.      9.720.500.000,- 

f. Belanja Bagi Hasil kepada  

 Provinsi/Kabupaten dan 

 Pemerintah  Desa 

 sejumlah Rp.      9.520.000.000,- 

g. Belanja Bantuan Keuangan  

 kepada Provinsi/Kabupaten 

 dan Pemerintahan Desa  

  sejumlah Rp.  345.433.997.000,- 

h. Belanja Tidak Terduga 

 sejumlah  Rp.       3.020.000.000,- 
 

(3).Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b terdiri dari jenis belanja: 

a.  Belanja Pegawai  

 sejumlah Rp.    79.276.032.850,- 

b.  Belanja Barang dan Jasa 

 sejumlah  Rp.  437.535.774.030,- 

c.  Belanja Modal sejumlah  Rp.  330.484.249.311,- 

 

Pasal 4 

 

(1).Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 angka 3 terdiri  dari: 

a.  Penerimaan sejumlah  Rp.  228.649.926.761,- 

b. Pengeluaran sejumlah  Rp.  110.000.000.000,- 
 

(2).Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

 Tahun Anggaran Sebelumnya 

 sejumlah Rp.    228.649.926.761,- 
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(2).Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: 

a. Penyertaan Modal (Investasi) 

Penerimaan Daerah  Rp.    25.000.000.000,- 

b. Pembayaran Pokok Pinjaman 

 Daerah sejumlah Rp.      85.000.000.000,- 

 

Pasal 5 

 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 

sebagaimana dimaksud pada Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, 

terdiri dari: 

 

1.  Lampiran I  : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 

2.  Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

3.  Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

4.  Lampiran IV  : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program dan Kegiatan; 

5.  Lampiran V  : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk 

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Fungsi 

dalam Kerangka Pengelolaan 

Keuangan Negara; 

6.  Lampiran VI  : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan 

dan Per Jabatan; 

7.  Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah 

8. Lampiran VIII: Daftar Penyertaan Modal (investasi)  

   Daerah 

9. Lampiran XI : Daftar Perkiraan Penambahan  dan  

   Pengurangan Aset Tetap Daerah 

10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan  dan  

    Pengurangan Aset Lainnya 

11.Lampiran XI :  Daftar Kegiatan-kegiatan tahun yang 

sebelumnya yang belum diselesaikan 

dan dianggarkan kembali dalam 

tahun anggaran ini 
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12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 

13, Lampiran XIIL Daftar Pinjaman Daerah. 

 

Pasal 6 

 

(1) Dalam keadaan darurat Bupati dapat melakukan 

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya 

termasuk belanja untuk keperluan mendesak. 

(2) Pengeluaran dengan kriteria darurat dan mendesak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya  

ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah. 

(3) Kriteria darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  

meliputi: 

a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial 

dan/atau kejadian luar biasa; 

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; 

c. kerusakan, sarana / prasarana yang dapat 

mengganggu kegiatan pelayanan publik; 

(4) Kriteria mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) meliputi: 

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar 

masyarakat yang anggarannya belum tersedia 

dalam tahun anggaran berjalan; 

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja 

yang bersifat wajib;  

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali 

pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan 

sebelumnya serta amanat peraturan perundang-

undangan; dan 

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda 

akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 

pemerintah daerah dan/atau masyarakat. 

 

Pasal 7 

 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020 sebagai 

landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan  

dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 

2020. 

 

Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Sragen. 

 

Ditetapkan di Sragen  

pada tanggal  26-12-2019    
 

BUPATI SRAGEN, 
 

Ttd dan Cap              
                                                                     

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI 

         

Diundangkan di Sragen                                                                   

pada tanggal 26-12-2019                                             
                                                                                                                      

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN 
 

 Ttd dan Cap       

                                                                            

TATAG PRABAWANTO B.                         
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 16  

 

 
Salinan ini sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum 

Setda Kabupaten Sragen 

 

Muh Yulianto, S.H., M.Si. 
Pembina Tingkat I  

NIP. 19670725 199503 1 002 

 


